
5. Peraturan ... 

: a. bahwa dengan adanya penataan organisasi Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral, maka Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01.7 Tahun 2007 
tentang Peta Jabatan dan Uraian Jabatan Fungsional 
Umum di lingkungan Departemen Energi dan Sumber 
Daya Mineral perlu disempurnakan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan dan 
Informasi Jabatan Fungsional Umum di lingkungan 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4332); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4192); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 4017), · sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4019); 
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Pasal 1 ... 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA 
MINERAL TENTANG PETA JABATAN DAN INFORMASI 
JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. 

Menetapkan 

5. Peraturan Presiden Norn.or 11 Tahun 2009 tanggal 22 
April 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional; 

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 
Oktober 2014; 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Norn.or 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Norn.or 552) 
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Norn.or 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Norn.or 1725); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Norn.or 33 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 
2011 ten tang Pedoman Analisis Jabatan; 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Norn.or 10 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Pendidikan dan Pelatihan Tam.bang Bawah Tanah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Norn.or 
207); 

10.Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Norn.or 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi 
Kebencanaan Geologi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Norn.or 208); 

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Norn.or 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Museum Geologi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 209); 

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Norn.or 23 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana 
Gerakan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1023); 

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Norn.or 24 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Konservasi Air Tanah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1024); 

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Norn.or 26 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di 
lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Norn.or 1579); 

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Norn.or 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Norn.or 1582); 
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Pasal 2 
Peta Jabatan dan Informasi Jabatan Fungsional Umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai 
dasar untuk: 
a. Penyusunan formasi pegawai; 
b. Pengadaan pegawai; 
c. Pengangkatan jabatan; 
d. Perencanaan pendidikan dan pelatihan; 

e. Perencanaan ... 

Pasal 1 
Menetapkan Peta Jabatan dan Informasi Jabatan Fungsional 
Umum di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral sebagai berikut: 
a. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA; 

b. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB; 

c. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal 
Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran IC; 

d. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral 
dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran ID; 

e. Peta Jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Energi 
Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IE; 

f. Peta Jabatan di lingkungan Inspektorat Jenderal 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IF; 

g. Peta Jabatan di lingkungan Badan Geologi Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IG; 

h. Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IH; 

1. Peta Jabatan di lingkungan Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum 
dalam Lam piran II; 

J. Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 
Energi Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
IJ; 

k. Informasi Jabatan di lingkungan Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II; dan 

1. Penjelasan Teknis Peta Jabatan dan Informasi Jabatan 
Fungsional Umum Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENT~·ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
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BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 388 

YASONNA H. LAOLY 

ttd. 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 
padatanggal 16 MARET 2015 

SUDIRMAN SAID 

MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

Ditetapkan di Jakarta 
padatanggal 16 MARET 2015 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Pasal 4 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

ttd. 

Pasal 3 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 017 Tahun 
2007 tanggal 24 September 2007 tentang Peta Jabatan dan 
Uraian Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Departemen 
Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

e. Perencanaan karier; 
f. Evaluasi jabatan; 
g. Petunjuk kerja; dan 
h. Pelaksanaan Kelas Jabatan. 
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